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WALIKOTA   BINJAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA BINJAI 

  NOMOR  21  TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BINJAI, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 

2016; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

4.Undang-Undang……. 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat 

II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor); 

10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8); 
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor11); 

12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota 

Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Binjai Nomor 21); 

13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 

20);  
 

14. Peraturan ………….. 
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14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Binjai 

Tahun 2016 Nomor 23);  
 

     MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah           Rp.    97.339.497.584,36 

b. Dana Perimbangan           Rp.  747.927.480.220,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah         Rp.    70.132.120.998,64 

Jumlah Pendapatan        Rp.  915.399.098.803,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1) Belanja Pegawai           Rp.  487.154.910.743,00 

2) Belanja Subsidi            Rp.         263.734.200,00 

3) Belanja Hibah            Rp.    10.291.782.000,00 

4) Belanja Bantuan Sosial          Rp.      1.227.700.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan          Rp.         487.667.250,00 

6) Belanja Tidak Terduga          Rp.         584.690.000,00 

    Jumlah        Rp.  500.010.484.193,00 

b. Belanja Langsung : 

Belanja Pegawai            Rp.    56.177.201.537,00 

Belanja Barang dan Jasa           Rp.  186.435.396.218,00 

Belanja Modal            Rp.  202.943.191.598,00 

        Jumlah        Rp.  445.555.789.353,00 

  Jumlah Belanja          Rp.  945.566.273.546,00 

  Surplus / (Defisit)                  (Rp.   30.167.174.743,00) 
 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan             Rp.    51.993.127.117,32 

b. Pengeluaran            Rp.    52.901.219.778,42 

Jumlah Pembiayaan Netto           Rp.        (908.092.661,10) 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

               Rp.    18.163.184.659,32 

 

Pasal 2 ………….. 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. 

 

                                                                       Ditetapkan di Binjai   

                                                                       pada tanggal 14 September 2017 

                                                                       WALIKOTA BINJAI, 

           ttd 

 

                                                                       MUHAMMAD IDAHAM 

Diundangkan di Binjai 

pada tanggal 14 September 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 

 

                    ttd 

 

M. MAHFULLAH P. DAULAY 

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 21 

 

 


